BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 39 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 fentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, periu
menetapkan Standar Harga Satuan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkayang tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat [I Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3823);
. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 35234},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomeor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

5 Lm:’ahm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
@ 79); .
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6122),
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan  Produk Hukum Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana felah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah  Kabupaten Bengkayang (Lembaran

Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan ‘
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran &
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Bengkayang Nomor 1); dan '

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
(;lg;xgksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang,
Bupati adalah Bupati Bengkayang,.

4. Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkayang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
gda.l;hh rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

acrah,

-t
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10.

11.

13,

13.

14.

15,

16.

17,

18.

19.

20.

21,

22.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
BUD.

Pembantu BUD adalah Pejabat/Staf yang ditugaskan untuk membantu Kuasa
BUD dalam melaksanakan tugas BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan
dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang- undangan

Direksi Teknis adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD yang
ditugaskan untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kelayakan
pekerjaan fisik dalam satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis

sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam
bentuk barang/jasa.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.
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23. Rinclan Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian
biaya yang yang diperlukan dalam suatu kegiatan yang terdiri dari bahan dan
upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
yang dihitung dengan teliti, cermat dan bertanggungjawab.

24, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
sclanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagal dasar penyusunan
rancangan APRD.

25 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan standar harga
satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang,

BAB 11
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

(1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

satuan biaya honorarium dan/atau belanja pegawai,

satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

satuan biaya pertemuan/rapat di dalam dan di luar kantor;

satuan biaya sewa, pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan pakaian
dinas dan hari-hari tertentu; dan

e. satuan biaya belanja pemeliharaan.

(3) Standar harga satuan harga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

{4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran | dan Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

aoop

Pasal 4

(1) Standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkavang
digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD,

2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
a l:xt:: W yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan
m D L ]
b. referensi dalam penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
| €. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
- a W ﬁhk dapat dilampaui dalam pelaksanaan

& I

]
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b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui
karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

(1) Bupati dapat menetapkan standar harga satuan selain yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Pasal 6

(1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi
pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran
kementerian negara/lembaga;

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap Dan Non Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
diatur dan tetapkan dengan Peraturan Bupati.

+ BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Ketentuan standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ini digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaeralaKabupaten Bengkayvang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal \$ S‘?gh’hh‘ 2020

= wd . \’,:" \ Tﬂ'"
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BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR .39
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR :39TAHUN 2020
TANGGAL - \s SepreN@ER 2020
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN APBD

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan
sebagai pedoman bagi Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang menyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan ini digunakan untuk
perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi
yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan
anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium dan/atau belanja pegawai;

2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;

4. Satuan biaya sewa, pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan pakaian dinas

dan hari-hari tertentu; dan

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN/ATAU BELANJA PEGAWAI

Satuan Biaya Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan, meliputi :
1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honorarium diberikan kepada :
1.1.1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
1.1.2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum
Daerah (BUD);
. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
. Pembantu Bendahara Umum Daerah;
. Pengguna Anggaran (PA),
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPD);
1.1.10.Bendahara Pengeluaran;
1.1.11.Bendahara Penerimaan,
1.1.12.Pembantu Bendahara Pengeluaran; dan
1.1.13.Pembantu Bendahara Penerimaan.
Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan, PPKD, Kuasa BUD, Pembantu
BUD, PA/KPA, PPK-SKPD/PPKD, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara
Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu
Bendahara Penerimaan dibayarkan maksimal 12 bulan.
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja,
diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab
pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

el B T e O gy ey
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1.2.

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efektifitas
dan efisiensi penggunaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1
(satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah
DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang
dikelola pada masing-masing DPA mempertimbangkan kemampuan
keuangan SKPD berkenaan. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada

masing-masing DPA.

b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai
di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran
pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau
bendahara penerimaan pembantu diberikan sesuai dengan pagu belanja
pegawai yang dikelolanya.

c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
1) Jumlah PPK-SKPD yang membantu KPA:

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK
lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk
bendahara pengeluaran pembantu; dan

b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3
(tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

2) Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam 1 satu)

KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

3) Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai
berikut :

a) jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD
sebelum penggabungan; dan

b) besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang
dikelola PPK-SKPD.

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional
bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa |
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi,
atau  jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan; atau

b, menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja
pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan
pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium
dimaksud.
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1.3.

1.4

1.5

1.6

7.

1.2.4. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk memeriksa
dan menerima hasil pekerjaan, yang diserahkan setelah seluruh
pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas
tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat Keputusan
pejabat yvang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan
honorarium dimaksud.

Honorarium Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Honorarium diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang diberi tugas untuk
menginformasikan dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat
Keputusan Bupati.

Honorarium Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS/aparat keamanan yang diberi
tugas untuk melaksanakan pengamanan pengadaan barang dan jasa dan
berlaku untuk pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus
Juta Rupiah) dibayarkan maksimum 8 hari.

Honorarium Petugas Piket/Jaga

Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS/Aparat Keamanan yang diberi
tugas untuk melaksanakan pengamanan dalam suatu acara, kegiatan dan
tempat-tempat tertentu antara lain untuk menjaga tempat/posko, gedung
kantor, rumah jabatan dan obyek vital lainnya.

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
Panitia
1.7.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat

Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar,

rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis

(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik
dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau
masyarakat; atau

2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang
peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau
masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium
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sebesar  50%  (liman pulubh  persen)  darl  honorarium
narasumber /pembahas,

1,72, Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Dacrah, Aparatur

Bipll Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang,
untuk melaksanakan tugas sebagal moderator pada keglatan seminar,
rapat, soslalisasl, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, saraschan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan keglatan sejenis
(tdak termasuk untuk keglatan pendidikan dan pelatihan),
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan;

a, moderator berasal darl luar satuan kerja perangkat dacrab
penyelenggara, atall

b, moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadl sasaran utama
keglatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan /atau masyarakat,

1.7.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil
Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar,
rapatl kerfa, sosialisasi, diseminasi, workshop, saraschan, simposium,
lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri,
Kepala Dacrah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan /Anggota
DPRD dan dibadirl lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau
masyarakat,

1,7.4, Honorarium Panitia
Honorarium panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi
tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop,
saraschan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang
pesertayang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara dan /atau masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan
sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Aparatur
Sipil  Negara harus  dilakukan  secara  sclektif  dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu
pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat
puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling
banyak 4 (empat) orang,

1.8. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,
pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat
Eselon 1, Pejabat Eselon 11, Pejabat Eselon 1II, Pejabat Eselon 1V, Pelaksana,
dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang
dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamCcann



No Jabam:l AR B Klam‘t;ikasi i

| | Pejabat Eselon IdanEselon®l | 2 | 3 4

LT TR T T RS R M W 5

3 Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat 5 6 -
L__.___JLAarlfmi%i.j_A TP P ST T T ————— T a,,L__A ——

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima
sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi | dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau
Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta
rupiah) per bulan.

b. Klasifikasi Il dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau
Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per

bulan.

c. Klasifikasi Il dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau

Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah] per bulan atau
belum menerima tambahan penghasilan.

1.8.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam
suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris
Daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah

sebagai berikut :

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah:

1) dengan mengikutsertakan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah
Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh
Kepala Daerah; atau

2) antar satuan Kerja perangkat daerah untuk tim vyang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

1.8.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim
pelaksana kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk
menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris

Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
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b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota

melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim

dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.9, Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
1.9.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada
Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain
yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau f
keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan
dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam
hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan
ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi
pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan

honorarium dimaksud.

1.9.2. Honorarium Beracara
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,

aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara
mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang
merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji
dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.10. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti

upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan
penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

1.11. Honorarium Rohaniwan
Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh

pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam kegiatan resmi pemerintah
sebagai pembaca doa, pengambilan sumpah dan pengukuh sumpah jabatan.

1.12. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi
Informasi, dan Pengelola Website

1.12.1.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan
penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang
sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila
diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat
diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar
Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.12.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca,
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta
singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang
ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
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